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ABSTRAK

Globalisasi sebagai dimensi terbuka memberikan jalan bagi interaksi tak
terbatas antar area yang berujung pada interaksi lokalitas. Lokalitas sendiri pada
dasarnya merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu daerah sebagai identitas yang unik.
Untuk menjembatani interaksi lokalitas  tersebut, dibentuklah model
paradiplomasi berupa sister city. Sister city adalah hubungan kerjasama yang dirintis
berdasarkan kesamaan antara dua kota. Kerjasama sister city menjadi perluang serta
ancaman bagi lokalitas suatu kota, dimana kedua kota akan menunjukkan bagaimana
lokalitas masing-masing mendefinisikan hubungan kerjasama di antara keduanya.
Penelitian ini dirancang dengan menggunakan rancangan penelitian dan
pengembangan, atau R & D, yang terdiri atas 3 (tiga) tahap: Tahun pertama adalah tahap
analisis kebutuhan akan paradiplomasi berbasis lokalitas. Tahun ke-dua adalah identifikasi
kerjasama sister city yang sudah dilakukan Kota Semarang dan menganalisis
kelemahan dari sister city yang sudah ada tersebut. Tahap ke-tiga, mengeksplorasi
model kerja sama sister city yang feasible dalam memperkuat lokalitas Kota
Semarang. Penelitian ini telah memasuki tahun ke-tiga, yakni mencari kerjasama sister
city yang dapat diterapkan di Kota Semarang, sehingga berkontribusi tidak
hanya pada pembangunan daerah, tetapi juga pembangunan nasional.

Kata kunci: lokalitas, paradiplomasi, sister city



BAB |
PENDAHULUAN

Bab | menyajikan konteks yang melandasi pelaksanaan penelitian ini. Target
penelitian ini adalah menghasilkan model kerja sama sister city, yang dapat memperkuat
lokalitas Kota Semarang di era globalisasi ini. Untuk itu, pada bagian ini diuraikan latar

belakang penelitian, tujuan khusus penelitian, dan urgensi penelitian.

1.1 Latar Belakang
Globalisasi yang membawa tantangan baru atas munculnya aktor-aktor baru dalam

hubungan internasional, mendorong desentralisasi dalam praktik diplomasi. Penelitian
Tahap | menunjukkan bahwa pada tahun 2007, Pemerintah Kota Semarang di bawah
Walikota Sukawi Sutarip mencanangkan program “Semarang Pesona Asia (SPA)”, yang
antara lain bertujuan untuk memperkenalkan dan membangun citra baik kota, baik di level
nasional maupun internasional, guna mendorong pembangunan ekonomi dan pariwisata
lokal. Program ini memiliki tiga kegiatan pokok, yaitu kepariwisataan, forum bisnis
pengusaha, serta festival atau pameran (Kementerian Sekretariat Negara, 2007).

Setelah terjadi pergantian rezim kepemimpinan, kegiatan dari program SPA yang
masih dipertahankan adalah Sem’Biz (Semarang Business Forum). Acara tahunan yang kini
berada di bawah koordinasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang ini
memiliki tujuan khusus guna mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah dalam
rangka meningkatkan daya saing Kota Semarang demi tercapainya pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan. Dalam perkembangannya, Sem’Biz tidak hanya menjadi forum promosi
investasi di Kota Semarang saja, tetapi juga mengajak kawasan hinterland yang dikenal
dengan sebutan Kedungsepur (Pemerintah Kota Semarang, 2014).

Tren demokratisasi yang membawa ide tentang desentralisasi mendorong peran yang
semakin besar dari provinsi. Dikaitkan dengan konsepsi diplomasi sebagai cara mencapai
kepentingan (nasional), meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk
menentukan kebijakan yang dianggap paling efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan
lokal juga berimplikasi pada konsepsi dan praktik diplomasi tradisional. Dengan adanya
independensi terikat serta legitimasi yang dimiliki, selanjutnya pemerintah daerah memiliki
kesempatan untuk memanfaatkan globalisasi melalui kerja sama dengan aktor-aktor global

dalam kerangka hubungan transnasional. Berbagai istilah dimunculkan sebagai upaya
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konseptualisasi fenomena kontemporer berupa hubungan yang dijalin oleh aktor-aktor sub-
negara di level global, sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu serta poin yang ingin
ditekankan. Dengan kata lain, “subnational foreign affairs”, “subnational foreign policy”,
“sub-state diplomacy”, “multi-layered diplomacy”, “constituent diplomacy”, “local
diplomacy”, “local foreign policy”, “regional diplomacy”, “plurinational diplomacy”,
“post-diplomacy”, “micro diplomacy”, ‘“foreign policy localization”, “catalytic
diplomacy ”, hingga “paradiplomacy” (Tavares, 2016; Kuznetsov, 2015) yang ditemukan
dalam kajian literatur secara pragmatis dapat dikatakan merujuk pada fenomena yang sama.

Implementasi dari paradiplomasi adalah penerapan kerja sama antar kawasan berupa
sister city. Sister city adalah bentuk kerja sama intens yang dirintis oleh dua kota yang
memiliki ciri khas kesamaan tertentu, biasanya berupa kesamaan demografi penduduk, latar
belakang budaya, pengembangan potensi ekonomi dan lain-lain. Sister city menjadi media
aplikasi paling ideal dari paradiplomasi karena memberikan ruang bagi kedua pihak untuk
bekerjasama berdasarkan persamaan lokalitas. Penelitian Tahap 1l menunjukkan bahwa
Pemerintah Kota Semarang juga melakukan aktivitas paradiplomasi melalui kerja sama
sister city. Kerja sama tersebut tidak hanya terbatas dengan negara-negara di Asia Tenggara
saja, namun juga Asia Timur, Eurasia, hingga Eropa bagian Timur. Ada sedikitnya delapan
kerja sama sister city yang masih aktif hingga saat ini, yakni dengan Brisbane, Australia;
Beihai, Tiongkok; Griffith University, Australia; Split, Korasia; Fuzhou, Tiongkok; Nanjing,
Tiongkok; Dewan Perairan Daerah Schieland dan Krimpenerwaard, Belanda; serta Ulsan,
Korea Selatan. Masing-masing sister city di atas memiliki tujuan dan manfaat yang sedikit
berbeda dengan yang lain. Namun demikian, mereka berangkat dari satu alasan besar, yaitu
kemiripan. Mengasumsikan satu kota memiliki sejumlah kemiripan dengan kota lain
merupakan tahap dini untuk memulai proses diplomasi dalam bentuk sister city. Kemiripan
ini tidak terbatas pada hal-hal materiil seperti tata ruang, tetapi juga yang sifatnya abstrak,
misalnya budaya.

Penelitian Tahap | berhasil menunjukkan perdagangan sebagai potensi Kota
Semarang. Hal ini dapat diperkuat dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2010-2015, yakni “Terwujudnya Semarang Kota
Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”. Pemerintah Kota
Semarang melalui Sem’Biz melakukan diplomasi lokal dalam rangka mengenalkan Kota
Semarang sebagai kota perdagangan. Lebih lanjut, visi pembangunan Kota Semarang tahun
2016-2021 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang terpilih adalah
“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”.



Penelitian tahap Il menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang juga berupaya
memanfaatkan globalisasi dengan menjalin kerja sama internasional melalui kerja sama
sister city. Meski demikian, skema kerja sama yang telah disepakati tersebut mayoritas
masih berhenti di tahap seremonial.

Dengan mempertimbangkan peran paradiplomasi, dapat kita sepakati bahwa
pelaksanaan sister city membutuhkan identitas lokalitas yang kuat dari masing-masing kota.
Kota yang tidak menegaskan lokalitasnya akan kalah dan terseret oleh lokalitas yang
dimiliki oleh kota yang menjadi partner. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi kedua kota
yang menjalin kerja sama sister city untuk melihat ke dalam dan memastikan potensi
lokalitas masing-masing, serta bagaimana menegaskannya sebelum memutuskan terjun
dalam bingkai kerja sama sister city. Hasil penelitian Tahap | dan Tahap 11 belum menjawab
kerja sama sister city dapat diterapkan (feasible) bagi Kota Semarang dalam memperkuat
lokalitasnya di era globalisasi. Penelitian tahap terakhir ini bertujuan untuk mengeksplorasi
model sister city yang dapat dilakukan oleh Kota Semarang, sehingga memberikan manfaat

tidak hanya bagi pembangunan daerah, tetapi juga pembangunan nasional.

1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana model sister city yang dapat diterapkan (feasible) Kota Semarang dalam

memperkuat lokalitas Kota Semarang di era globalisasi?

1.3 Tujuan Penelitian
Secara umum, penelitian tahap ke-tiga ini bertujuan untuk mencari model sister city

yang dapat dilakukan Kota Semarang dalam memperkuat lokalitasnya di era globalisasi.
Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:
a. Untuk memperoleh gambaran tentang lokalitas Kota Semarang;
b. Untuk mengidentifikasi paradiplomasi yang telah dijalankan Pemerintah Kota
Semarang;
c. Untuk mengeksplorasi kemungkinan model kerja sama sister city yang dapat
diterapkan (feasible) dalam memperkuat lokalitas Kota Semarang di era

globalisasi.

1.4 Urgensi Penelitian
Setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadikan penelitian ini penting untuk

segera dilakukan. Pertama, batas yang makin kabur karena globalisasi mendesak setiap area



berupa negara atau kota untuk segera mendefinisikan lokalitas masing-masing. Kedua,
lokalitas yang sudah teridentifikasi harus segera diperkuat melalui serangkaian proses
diplomasi, salah satunya lewat proses paradiplomasi. Terakhir, sister city sebagai
pengejawantahan praktik paradiplomaci perlu mendapat perlakuan khusus jika dipraktikkan,
terutama di Kota Semarang, agar lokalitas yang ada dapat diperkuat dan menjadi dominan
dalam proses kerja sama itu sendiri.

Keunikan penelitian ini terletak pada lokalitas dapat bersaing dan diperkuat lewat
praktik paradiplomasi yang diimplementasikan dalam model sister city. Sebagai salah satu
departemen di universitas negeri paling besar di Jawa Tengah, peran Departemen Hubungan
Internasional Universitas Diponegoro dalam membantu menyelesaikan permasalahan di akar
rumput dengan berbasis riset sangat dibutuhkan.

Dengan adanya penelitian ini, Departemen Hubungan Internasional Universitas
Diponegoro dapat ikut berkontribusi dalam mewujudkan keunggulan penelitian Universitas
Diponegoro dan meningkatkan daya saing Universitas Diponegoro. Penelitian ini merupakan
penelitian sosial humaniora, yang sejalan dengan fokus bidang penelitian Universitas
Diponegoro, yakni pengembangan dan pemberdayaan sumber daya lokal Indonesia untuk
peningkatan ketahanan dan keamanan. Selama ini, konsep-konsep yang dipelajari dalam
IlImu Hubungan Internasional dianggap sulit untuk membumi dengan kondisi di akar rumput.
Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model diplomasi yang mampu menjaga
lokalitas Semarang, serta menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah yang
bermutu dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di

wilayah Kota Semarang.

1.5 Tinjauan Pustaka
Konsep lokalitas lekat kaitannya dengan tempat atau wilayah yang memiliki

karakteristik tersendiri. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa lokalitas perlu memiliki unsur
atau komponen yang dapat diidentifikasi. Dalam konteks ini, lokalitas Kota Semarang dapat
dikatakan sebagai unsur-unsur pembentuk karakter sebagai identifikasi yang
membedakannya dengan wilayah lain, yang merupakan interaksi dinamis antara unsur statis
berupa geografis setempat, yang kemudian memberikan pengaruh pada unsur-unsur
dinamisnya seperti sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

Negara (dalam hal ini pemerintah pusat) tidak lagi menjadi satu-satunya aktor
hubungan internasional Muncul aktor-aktor lain di luar Negara, seperti non-govermental

organizations (NGOs) dan perusahaan multinasional. Lebih lanjut, tren demokratisasi yang



membawa ide tentang desentralisasi mendorong peran yang semakin besar dari Daerah,
sebagai unit pemerintahan di bawah negara. Dengan adanya independensi terikat serta
legitimasi yang dimiliki, selanjutnya pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk
memanfaatkan globalisasi melalui kerja sama dengan aktor-aktor global dalam kerangka
hubungan transnasional.

Kemunculan Kota sebagai salah satu aktor penting dalam hubungan internaisonal
tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya desentralisasi. Tujuan desentralisasi menurut
perspektif desentralisasi administrasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah
daerah dalam menyediakan public good and services, serta untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pembangunan ekonomi di daerah, sebagaimana disampaikan oleh Rondinelli
(1983, 4 dalam Syarif, 2008). Jika Rondinelli menekankan pada aspek pemerintah, maka
Ruland (1992, Syarif, 2008), lebih menekankan aspek partisipasi masyarakat dalam
pembangunan ekonomi sebagai tujuan utama desentralisasi, sehingga Ruland memberikan
definisi sebagai berikut: “Decentralisation, as a corollary local autonomy, is seen as a
positive contribution to increase people participation, which would eventually lead to socio-
economic development” (1992, 3).

Dalam posisinya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki
fungsi sebagai hub atau pusat dari aktifitas strategis yang terjadi di wilayahnya. Dalam
rangka memenuhi fungsi tersebut, Pemerintah Kota Semarang terfasilitasi oleh kerangka
institusi berupa kebijakan desentralisasi yang dijalankan di tengah arus demokratisasi sebagai
pemenuhan Pemerintah Pusat atas prinsip akuntabilitas dan bagi daerah. Selanjutnya melalui
kerangka tersebut, Pemerintah Kota Semarang, beserta pemerintah kabupaten sekitar yang
tergabung dalam hinterland-nya, memanfaatkan peluang yang ditawarkan globalisasi dengan
menjadi aktor paradiplomasi, yang utamanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
daerah melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis pada
pengembangan potensi lokal.

Dengan labelnya sebagai kota investasi dan perdagangan, lahan yang ada di Kota
Semarang lebih banyak diperuntukkan sebagai kawasan industri seperti Taman Industri BSB,
Kawasan Industri Candi, BSB Bonded Zone, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan
Industri Tugu Wijayakusuma (Seputar Semarang, n.d.), Kawasan Industri Terboyo, Kawasan
Industri Lamicitra Nusantara, dan Kawasan Industri Bukit Semarang Baru. Tingginya arus
investasi yang masuk ke Kota Semarang dalam dekade terakhir membuat kawasan industri

dengan luas total 1.029 ha ini sudah penuh (Lazuardi, 2014) sehingga dalam pembuatan



kebijakan pembangunan, Pemerintah Kota mulai mendorong pembangunan kawasan industri
di wilayah hinterland sekitarnya.

Banyaknya kawasan industri yang telah berkembang di Kota Semarang ini kemudian
menjadi modalitas tersendiri karena telah tersedianya suprastruktur dan infrastruktur
penunjang kegiatan ekonomi yang meliputi investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang
memadai. Terintegrasinya aktifitas ekonomi dari hulu ke hilir ini selanjutnya menjadi modal
penting bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan paradiplomasinya, yang
kemudian dikemas dalam paket kebijakan pembangunan berbasis Meetings, Incentives,
Conferences, and Events (MICE) yang dikemas dengan romantisme budaya yang dimiliki
sebagai bentuk modalitas sosial-budaya Kota Semarang. Sebagai bentuk realisasi dari arah
kebijakan ini, pada tahun 2007 pemerintah Kota Semarang di bawah Walikota Sukawi
Sutarip mencanangkan program “Semarang Pesona Asia (SPA)”.

Dikaitkan dengan konsepsi diplomasi sebagai cara mencapai kepentingan (nasional),
meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang
dianggap paling efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan lokal juga, berimplikasi pada
konsepsi dan praktik diplomasi tradisional. Kemunculan aktor-aktor baru tersebut mendorong
Rogier van der Pluijm dan Jan Melissen (2007) untuk mengkaji aktor diplomasi lain yang
tidak kalah penting, yakni Kota atau Lokal. Menurut van der Pluijm dan Melissen, peran
Kota perlu diperhitungkan di era globalisasi saat ini. Melalui tulisannya yang berjudul “City
Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics”, keduanya
memperkenalkan konsep baru yang dikenal dengan city diplomacy, atau diplomasi lokal, atau
paradiplomasit.

Diplomasi lokal adalah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan
aktor-aktor internasional lainnya, dimana tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan
daerah (van der Pluijm & Melissen, 2007, 6). Warga negara tidak dapat disebut sebagai aktor
dari diplomasi lokal, kecuali tergabung dalam gerakan sosial yang memang mewakili kota
secara keseluruhan. Berdasarkan definisi tersebut, diplomasi lokal dapat juga dianggap
sebagai salah satu bentuk desentralisasi pengelolaan hubungan internasional, karena Kota
adalah aktor utamanya. Dalam banyak kasus, walikota adalah aktor yang seringkali diberi
tanggung jawab untuk menjalankan hubungan luar negeri kotanya.

Segala hubungan luar negeri yang dijalankan Kota harus tetap mengacu pada politik

luar negeri. Proses diplomasi Negara dan Kota akan berubah seiring dengan perubahan tujuan

! Dalam penelitian ini, istilah diplomasi lokal dan paradiplomasi akan digunakan secara bergantian.
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politik luar negeri. Dengan demikian, Negara dan Kota seakan berada pada rute yang sama,
tetapi beda mobil. Negara dan Kota sama-sama terlibat dalam aktivitas diplomatik bukan
untuk memperebutkan lahan yang sama, tetapi untuk saling melengkapi (van der Pluijm &
Melissen, 2007, 12). Karena, Negara tidak lagi mampu menjalankan seluruh aktivitasnya
sendiri, dan aktor seperti Kota perlu terlibat.

Berangkat dari self-interest ini, Kota menjalin kerja sama dalam hubungan
internasional, salah satunya melalui yang dikenal dengan sister city. Tidak dapat dipungkiri,
aktivitas diplomasi lokal didorong oleh self-interest suatu Kota. Aspek keamanan,
pembangunan, ekonomi, kultural, atau pun peningkatan jaringan dan kerja sama, dapat
dicapai dengan melakukan diplomasi.

Alexander S. Kuznetsov (2015) menjelaskan ada sedikitnya enam pertanyaan yang
dapat diajukan untuk menganalisis paradiplomasi, termasuk sister city. Pertanyaan-
pertanyaan tersebut adalah hasil riset Kuznetsov berdasarkan pemikiran-pemikiran ahli
paradiplomasi terdahulu di tahun 1980an dan 1990an, seperti Duchacek, Soldatos, Kincaid,
Fry, Michelmann, dan lain sebagainya. Enam pertanyaan tersebut antara lain adalah: (1) Apa
penyebab meningkatnya aktivitas paradiplomasi di wilayah yang akan dianalisis?; (2) Apa
dasar hukum aktivitas diplomasi di negara tersebut?; (3) Apa motivasi utama pemerintah
daerah di wilayah tersebut melakukan kerjasama internasional?; (4) Bagaimana sikap atau
pandangan pemerintah pusat terhadap paradiplomasi?; (5) Bagaimana pelembagaan
paradiplomasi di wilayah tersebut?; serta (6) Apa konsekuensi dari adanya aktivitas
paradiplomasi terhadap pembangunan nasional?

Pertanyaan pertama, berkaitan dengan penyebab meningkatnya aktivitas
paradiplomasi di suatu kawasan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan dasar yang bertujuan
untuk mengetahui latar belakang munculnya paradiplomasi dianalisis (Kuznetsov, 2015,
102). Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dilihat dari segi eksternal maupun internal.
Segi eksternal menyoroti aspek universal, seperti adanya globalisasi, regionalisasi,
demokratisasi, ataupun fenomena memudarnya batas-batas domestic policy dan foreign
policy dalam dunia internasional (Kuznetsov, 2015, 102-104). Sementara, dari segi internal,
salah satu yang melatarbelakangi misalnya adalah adanya desentralisasi atau meningkatnya
peran pemerintah daerah.

Pertanyaan kedua menyoroti dasar hukum aktivitas paradiplomasi. Pertanyaan ini
adalah pertanyaan penting yang harus dijawab, karena bertujuan untuk melihat bagaimana

komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasar hukum menjadi penting
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untuk melihat kewenangan-kewenangan daerah, misalkan apakah memang pemerintah daerah
diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian (treaty-making) dengan aktor asing.

Ketiga, dalam menganalisis paradiplomasi perlu ditelusuri pula apakah motivasi
pemerintah daerah menjalin kerjasama internasional. Motivasi tersebut bisa berupa ekonomi,
kultur, ataupun politik (Kuznetsov, 2015, 109). Jika tujuan dari kerjasama internasional
adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari pasar global melalui interaksi dengan aktor
asing, maka motivasi kerjasama internasional tersebut adalah ekonomi. Sementara, jika
kerjasama internasional menekankan pada persamaan budaya dan bahasa, maka motivasinya
adalah motivasi kultural. Sehingga, dapat dikatakan bahwa aspek budaya adalah yang
pertama kali dipertimbangkan dalam kerjasama internasional tersebut. Terakhir, motivasi
politik, yaitu kerjasama internasional yang didorong oleh tujuan politik. Sebagai contoh,
pemerintah daerah melakukan paradiplomasi untuk mendapat status otonom yang tinggi, atau
bahkan di titik ekstrim, mencari dukungan untuk membentuk negara sendiri (secessionism).

Empat, penting pula untuk mengamati sikap pemerintah pusat akan paradiplomasi
oleh pemerintah daerah ini. Berdasarkan pertanyaan ini, dapat ditemukan dua jawaban, yakni
apakah paradiplomasi dipandang sebagai tantangan atau ancaman oleh pemerintah pusat,
atau, paradiplomasi dianggap mampu membawa dampak positif secara nasional.
Paradiplomasi akan dianggap sebagai ancaman apabila bertentangan dengan kepentingan
nasional, karena egosentrisme dari Daerah, misalnya. Sebaliknya, sikap positif pemerintah
terhadap paradiplomasi dapat dilihat dari adanya kerjasama antara Pusat dan Daerah dalam
menyelesaikan permasalahan-permasalah di daerah, atau mendukung Daerah menjalankan
aktivitas paradiplomasi dan memandang paradiplomasi sebagai supplementary source dalam
mencapai kepentingan nasional.

Pertanyaan kelima yaitu bagaimana pelembagaan paradiplomasi di wilayah tersebut.
Beberapa hal yang dapat disoroti antara lain adalah ada tidaknya departemen atau lembaga
khusus yang bertanggung jawab dalam urusan kerjasama internasional di wilayah tersebut;
kunjungan resmi internasional pemerintah daerah; partisipasi dalam berbagai event
internasional, seperti eksebisi atau konferensi, yang diselenggarakan oleh negara lain; dan
membuka kantor di negara lain, seperti paraconsulate. Pertanyaan ini selain berfungsi untuk
melengkapi data kualitatif, juga dapat dimanfaatkan untuk menyediakan data kuantitatif,
dengan menyoroti jumlah perjanjian internasional yang sudah dimiliki oleh pemerintah
daerah, atau jumlah kunjungan internasional yang sudah dilakukan, jumlah keikutsertaan

dalam forum internasional, dan lain sebagainya (Kuznetsov, 2015, 113).

12



Terakhir, adalah pertanyaan yang berkaitan dengan apakah aktivitas paradiplomasi
memberi manfaat atau dampak bagi pembangunan daerah dan nasional. Jawaban terhadap
pertanyaan tersebut memperkuat hasil evaluasi paradiplomasi yang dijalankan oleh
Pemerintah Daerah.

Jika ditinjau dari segi kuantitas, Pemerintah Kota Semarang berhasil menambah
jumlah kerja sama luar negeri Indonesia dengan skema sister city. Saat ini, ada sedikitnya
delapan kerja sama internasional yang berhasil diinisasi Pemeritah Kota Semarang. Kerja
sama tersebut mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan budaya.

Di era globalisasi, kerja sama internasional menjadi suatu kebutuhan. Jumlah kerja
sama sister city yang dimiliki Kota Semarang menjadi bukti bahwa daerah tersebut memiliki
keinginan untuk terlibat dalam hubungan internasional. Tetapi, perlu pengembangan model
yang mampu memaksimalkan hasil dari kerja sama sister city yang sudah disusun dan
disepakati tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan Tim Peneliti pada penelitian Tahap I,
kelemahan di aspek kelembagaan menjadi salah satu alasan utama belum maksimalnya kerja
sama internasional Pemerintah Kota Semarang. Sementara, lingkup bidang kerja sama Kota
Semarang dengan kedelapan kota tersebut sangat variatif, dan berpotensi dalam mendukung
pembangunan nasional. Berdasarkan hasil temuan penelitian tahun 2017, Pemerintah Kota
Semarang belum memiliki lembaga yang mampu memaksimalkan kerja sama sister city.
Sehingga, selama ini, tindak lanjut dari kerja sama internasional seringkali terbatas pada
pertukaran kunjungan pejabat pemerintah dan pengusaha.

Tidak dapat dipungkiri, diplomasi berkaitan erat dengan komunikasi. Kemampuan
Negara untuk mengkomunikasikan kebijakan luar negeri atau budayanya ke international
audiences akan mempengaruhi nation branding negara tersebut. Dengan demikian, akan
semakin banyak masyarakat internasional yang tertarik dengan negara tersebut. Jian Wang

13

(2005) menjelaskan bahwa, permasalahannya, “... one of the salient issues facing public
diplomatic communication is the messenger problem” (Wang, 2015, 33). Artinya, tidak
semua negara memiliki kredibilitas yang baik dalam melakukan komunikasi tersebut,
sehingga komunikasi atau informasi tidak dapat tersampaikan dengan efektif atau bahkan
menjadi tidak produktif. Menyadari pentingnya peran aktor sub-national dalam membentuk
national branding di era globalisasi ini, mendorong Wang (2015) untuk membahas
komunikasi yang efektif di level lokal.

Wang (2015) menjelaskan bahwa ada sedikitnya tiga peran yang dapat dilakukan oleh
pemerintah daerah, yakni sponsor, koordinator, dan penghubung (communicator).
Sebelumnya, ketiga peran ini dijalankan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya
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desentralisasi, aktor daerah juga perlu didorong untuk mampu menjalankan tiga peran
tersebut (Wang, 2015, 39). Dengan demikian, implementasi kerja sama menjadi lebih jelas,
dan tidak akan terjadi ‘sleeping agreements’.

Sejalan dengan pemikiran Held dkk (1999), Wang tidak melihat pentingnya aktor
sub-national ini kemudian menggeser peran Negara dalam diplomasi publik, dan membuat
kekuatan (power) Negara hilang. Sebaliknya, pemerintah pusat berbagi kekuatan (sharing
power) dengan pemerintah daerah, untuk memaksimalkan lokalitas (Wang, 2015, 35).
Sharing power yang dimaksud di sini adalah tentunya terkait komunikasi. Untuk isu-isu yang
bersifat ‘low politics’, dikomunikasikan oleh pemerintah daerah. Sementara, isu ‘high
politics’ seperti perang dan pertahanan, tetap menjadi porsi pemerintah pusat. Di Indonesia,
hal tersebut sesuai dengan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 11.

Peran pemerintah daerah sebagai sponsor, koordinator, dan penghubung digambarkan

Wang melalui tiga skenario, yang digambarkan seperti di bawah ini:

Gambar 1.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Diplomasi

Skenario hubungan Tipe peran
Pusat dan Daerah Sponsor Koordinator Penghubung
1 Daerah Daerah Daerah
2 Nasional Daerah Daerah
3 Nasional Nasional Daerah

Sumber: diolah dari Wang (2015, 40)

Seperti yang disebutkan di atas, seiring dengan munculnya aktor-aktor baru selain Negara
(pemerintah pusat), perlu kemudian dipertimbangkan pembagian kekuatan antara Pusat dan
Daerah. Skenario | menempatkan Daerah sebagai aktor yang menggantikan Negara
menjalankan ketiga peran diplomasi yang ada. Skenario Il, Pusat hanya menginisiasi dan
mensponsori program kerjasama, sementara manajemen proses diplomasi dan interaksi
secara langsung diserahkan kepada Daerah. Program ini lebih banyak melibatkan pemerintah
daerah, dimana koordinasi antara Pusat dan Daerah tidak banyak diperlukan (Wang, 2015,
39). Skenario Ill, mengacu pada diplomasi yang membutuhkan dukungan Pusat dan
koordinasi dengan Daerah untuk mengeksekusi program. Dalam hal ini, Pusat memegang
peranan penting dalam mengembangkan konsep program dan terikat melihat program
bagaimana tersebut dijalankan atau direalisasikan (Wang, 2015, 40). Artinya, Daerah

berperan dalam membuat jaringan kerja sama yang sejalan dengan kepentingan nasional;
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menjadi penghubung secara langsung. Sementara, Pusat memiliki peran untuk mendukung
dan menjadi fasilitator, sehingga program dirancang dapat dijalankan dengan baik oleh
Daerah.

Beberapa negara bagian memiliki kondisi geografis yang terlalu besar, dengan
berbagai permasalahan, sehingga perlu kebijakan luar negerinya sendiri. Terkait hal tersebut,
sebagian daerah memilih membuat peraturan daerah terkait hubungan internasional,
sementara beberapa lainnya bahkan memutuskan untuk mendirikan paraconsulate di negara
lain (Mathews, 1996, 61). Apapun keputusan yang dibuat Daerah, harus tetap sejalan dengan
landasan hubungan internasional yang berlaku di negara tersebut.

Berdasarkan undang-undang yang ada, pemerintahan dibentuk dengan tujuan untuk
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan kebijakan yang kemudian diambil oleh
Pemerintah Indonesia, agar dapat menjalankan tugas-tugas tersebut (bappenas.go.id, 2009).
Dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, maka model kerja sama sister city yang
dapat diterapkan adalah di Kota Semarang adalah Skenario Ill, yang menempatkan Pusat
sebagai sponsor dan koordinator, sementara Kota sebagai penghubung.

Sebagai aktor yang memahami lokalitas di daerahnya, Kota dapat melakukan
diplomasi dengan Kota di negara lain yang memiliki kemiripan. Pemerintah Kota Semarang
dapat menjadi penghubung Pemerintah Indonesia dengan Kota di negara lain, dalam bidang
perdagangan. Sementara, Pusat, melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
misalnya, berperan dalam mensponsori dan memfasilitasi diplomasi tersebut. Sehingga,
aktivitas hubungan luar negeri Pemerintah Kota Semarang tidak bertentangan dengan
konstitusi Indonesia, dan meminimalisir adanya ‘sleeping agreement’ di Kota Semarang.
Lebih lanjut, hal ini dapat mendukung terealisirnya Kota Semarang sebagai kota perdagangan

dan jasa yang hebat.
1.6 Metode Penelitian

Berdasarkan sifat dan jenis masalah penelitian serta tujuan yang hendak dicapai,
penelitian ini dirancang untuk dilakukan dalam tiga tahap yang berkelanjutan, yaitu selama

tiga tahun. Penelitian ini adalah penelitian tahun ke-tiga.

1.6.1 Prosedur Penelitian
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Penelitian ini adalah bagian penelitian multiyears, yang rencananya akan
dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun. Penelitian pada tahun pertama telah dilakukan
dan berhasil melakukan pemetaan awal lokalitas Kota Semarang serta paradiplomasi yang
telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan menggandeng partner internasional maupun
nasional. Hasil pemetaan ini berfungsi sebagai landasan penelitian tahun kedua, yang
bertujuan untuk memetakan paradiplomasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang
dalam bentuk sister city, yang mana ingin diketahui efektifitasnya dalam memperkuat dan
mempromosikan lokalitas. Hal ini menjadi landasan dalam mengembangkan model sister
city yang feasible bagi Kota Semarang pada penelitian tahun ke-tiga ini.

Dengan penelitian yang bertahap, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
kontribusi akademis dan praktis melalui pengembangan konsep paradiplomasi melalui
model sister city yang secara khusus dibangun untuk memperkuat lokalitas di tengah
gerusan arus utama globalisasi. Secara sederhana, gambaran prosedur pelaksanaan ketiga
penelitian dapat dilihat pada Bagan 3.1 dan Tabel 3.2 berikut:

Bagan 1.1 Alur Penelitian

Fakta empins tentang
lokallas sebagal moda
paradiplomas| dan

Studl pendahuluan:
survel & wawancara d
Kota Semarang

kebutuhan
Analisa olektivitas sistar ldentifikas| paradiplomas
ity yang dimilikl Kota ad hoc Kota Semarang
Semarang melalul sistar city

l

Eksplorasi model sistar
city yanq feasibie bagl
Kaota Semarang

Hasil akhir model sister
cify yang slap diterapkan
unluk memperkuat
okalitas Kota Semarang

Tabel 1.1 Kegiatan Penelitian
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No. Tahap Kegiatan Luaran Kegiatan

(Indikator)
1. Analisis Survei tentang pengaruh - Gambaran tentang
kebutuhan globalisasi terhadap lokalitas  lokalitas Kota Semarang
Kota Semarang dan - Gambaran kebutuhan
identifikasi lokalitas melalui ~ Kota Semarang
wawancara dan observasi - Publikasi
lapangan
2. Efektivitas Identifikasi paradiplomasi ad - Analisis efektivitas kerja
model hoc Kota Semarang: sister sama
paradiplomasi  city - Publikasi
yang sudah
ada
3. Usulan 1. Uji pakar - Model sister city yang
pengembangan 2. Uji lapang terbatas feasible dalam
model 3. Uji lapang secara luas memperkuat lokalitas Kota
Semarang
- Publikasi

Berdasarkan bagan dan tabel di atas, masalah penelitian yang telah dipecahkan pada Tahap
| adalah bagaimana lokalitas Kota Semarang di era globalisasi saat ini, dan apa yang selama
ini dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam memperkuat potensi Kota Semarang. Kedua
poin tersebut digunakan sebagai dasar analisis kebutuhan paradiplomasi dalam
menyelesaikan permasalahan di Kota Semarang. Dengan demikian, target utama penelitian
ini adalah hasil analisis kebutuhan, yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk penelitian
Tahap II.

Pada penelitian Tahap Il, permasalahan yang akan ditangani adalah pemetaan dan
evaluasi efektifitas kerja sama sister city di Kota Semarang, berdasarkan analisis kebutuhan
yang telah diperoleh dari penelitian Tahap 1. Sehingga, penelitian ini memiliki kontribusi
yang signifikan dalam membantu Daerah menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga
tidak hanya dapat membantu memperkuat lokalitas, tetapi juga mempromosikan lokalitas di
tengah era globalisasi.

Terakhir, pada penelitian Tahap 111, akan dilakukan eksplorasi model sister city
yang dapat diterapkan Kota Semarang. Rancangan penelitian yang digunakan pada tahap ini
adalah rancangan penelitian dan pengembangan (research and development), yang di
dalamnya terdapat uji pakar dan uji lapang terbatas dan uji lapang secara luas. Terhadap

kerangka kerja sama yang sudah direvisi berdasar penilaian penguji atau para ahli, akan
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dilakukan uji lapang. Uji lapang ini terdiri atas uji lapang terbatas dan uji lapang secara luas.
Subyek pengguna terbatas adalah Pemerintah Kota Semarang itu sendiri, selaku pemangku
kebijakan. Sedangkan untuk uji lapang secara luas akan dipilih tiga kelompok masyarakat
yang berada di bawah kerangka kerja sama. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya
kerangka kerja sama sister city sebagai upaya memperkuat lokalitas Kota Semarang di era

globalisasi.

1.6.2 Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tim peneliti
merupakan subyek kunci dalam penelitian ini, yang bertugas mencari data terkait kerja sama
sister city sebagai bagian dari paradiplomasi. Kedua, Kota Semarang, merupakan subyek
untuk pengembangan paradiplomasi melalui sister city. Ketiga, pakar dalam bidang
demokrasi-desentralistik dan paradiplomasi merupakan subyek yang dilibatkan dalam proses

validasi kerja sama yang dihasilkan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris
melalui responden, dengan menggunakan metode tertentu (Silalahi, 2006, 257). Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka, observasi lapangan, dan
wawancara. Melalui metode studi pustaka, data-data dalam penelitian didapatkan dari
literatur berupa buku-buku, buletin cetak, serta sumber-sumber artikel dari internet yang
dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Lebih lanjut, guna mendapatkan
pengetahuan langsung dari lapangan, peneliti melakukan observasi lapangan dan
wawancara. Sasaran utama dari wawancara adalah Pemerintah Kota Semarang, utamanya
dengan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi dan implementasi kerja sama sister city.
Wawancara akan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi: a) menentukan subjek
atau informan yang diwawancarai, b) mempersiapkan wawancara, ¢) melakukan wawancara
dan memelihara agar wawancara produktif, dan d) menghentikan wawancara dan

memperoleh rangkuman hasil wawancara.

1.6.4 Teknik Analisis Data
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Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif; dimana
peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara,
catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini
berlandaskan pada pemikiran Miles dan Huberman yang menegaskan bahwa analisis data
kualitatif meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan
verifikasi (Silalahi, 2006, 257). Tahap reduksi data merupakan proses dimana peneliti
mengumpulkan berbagai data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Setelah tahap
mereduksi data, peneliti lanjut pada tahap penyajian data, dimana peneliti mengorganisir
data yang telah direduksi, disusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami
dan mempermudah peneliti merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Langkah yang

terakhir yakni menarik kesimpulan berdasarkan temuan, dan melakukan verifikasi data.
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BAB Il

2.1 Kelemahan Paradiplomasi Kota Semarang
Paradiplomasi yang dilakukan Kota Semarang berbentuk sister city mampu

menemukan lokalitas Kota Semarang menjadi identitas yang dominan dalam persaingan di
era globalisasi. Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki berbagai
potensi sebagai bahan dasar melakukan aktivitas sister city dengan negara lain. Sejatinya
sister city berbentuk kerjasama intens yang dirintis oleh dua kota yang memiliki kesamaan
tertentu. Kesamaan tersebut dapat berupa demografi penduduk, latar belakang budaya,
pengembangan potensi ekonomi, dan lain lain. Sister city merupakan aplikasi paling ideal
dari paradiplomasi karena mampu memberikan ruang kepada dua pihak untuk berinteraksi
secara dua dimensi. Dimensi pertama yaitu pertemuan kedua belah pihak yang melakukan
sister city. Dimensi kedua yaitu persaingan lokalitas yang mampu menunjang dominasi
lokalitas salah satu kota. Sehingga, pada akhirnya pihak-pihak yang terlibat dalam sister city
akan terus menunjukkan dan mengembangkan lokalitasnya menjadi paling dominan.

Melalui media sister city tersebut pemerintah Kota Semarang membuka skema
kebijakan publik berbasis MICE (meetings, incentives, conferences, and events), dengan
Sem’Biz (Semarang Business Forum) sebagai salah satu program pendukungnya. Sem’Biz
mempertemukan pihak-pihak yang berkaitan dengan bisnis dan investasi. Mulai dari unsur
pemerintah kota hingga kabupaten seperti instansi penanaman modal, investor, asosiasi
pengusaha, lembaga keuangan, hingga BUMN dan BUMD. Pada akhirnya Sem’Biz tersebut
menghasilkan Lol (Letter of Intent) sebagai bukti komitmen para aktor menanamkan
modalnya di Kota Semarang (Pemerintah Kota Semarang, 2014).

Lol merupakan kunci utama atau gerbang awal Kota Semarang melakukan aktivitas
paradiplomasi berupa sister city. Secara sederhana sister city diawali dengan adanya
kerjasama antarpemerintah kota atau daerah dengan ditandatanganinya MoU (Memorandum
of Understanding). Dengan penandatanganan MoU tersebut maka kerjasama disahkan.
Namun, sebelum kedua pihak menandatangani MoU, masing-masing pihak harus terlebih
dahulu memiliki Lol dan rencana kerja yang disetujui pemerintah pusat. Lol berfungsi untuk
meningkatkan itikad baik, persahabatan, pengertian, serta kerjasama saling menguntungkan
antara kedua kota (kemlu.go.id, 2017).

Sejauh ini Kota Semarang telah melakukan kerjasama sister city dengan beberapa

kota di dunia antara lain Brisbane, Australia; Nanjing, Republik Rakyat Cina Fuzhou,
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Republik Rakyat Cina; Jung-gu, Korea Selatan; dan Hanoi, Republik Sosialis Vietnam.
Kelima kerjasama sister city tersebut dimulai tidak lain karena adanya kemiripan karakter
antar kedua belah pihak. Berawal dari kemiripan karakter yang bersifat material berupa
penduduk dan wilayah berkembang menjadi kemiripan abstrak seperti budaya. Kemiripan
yang kuat tersebut mendasi fondasi awal adanya kerjasama sister city antarkota tersebut.

Namun, seiring berjalannya waktu aktivitas kerjasama sister city Kota Semarang
dengan berbagai kota di dunia tersebut tidak menunjukkan langkah keberlanjutan. Berbagai
faktor melandasi dinamika kerjasama sister city Kota Semarang dengan berbagai kota
diantaranya kendala birokrasi dan mekanisme pelaksanaan kerjasama.

Kendala-kendala yang menjadikan kelemahan paradiplomasi muncul terutama dari
aspek birokrasi Kota Semarang. Kota Semarang yang merupakan kota kelima terbesar di
Indonesia memiliki birokrasi yang lemah terutama sumber daya manusia (SDM) yang
dimiliki. Berbagai kerjasama sister city berakhir tanpa perkembangan akibat kurangnya
kualitas tenaga ahli Kota Semarang. Ketidakmampuan pegawai birokrasi Kota Semarang
dalam menguasai bahasa asing terutama bahasa inggris menjadi kendala terbesar sister city
sulit berkembang. Akibat tidak mampunya pegawai pemerintahan berbahasa inggris maka
substansi dan penulisan naskah kerjasama menjadi tidak efektif (Putri, 2017). Selain itu
keterbatasan jumlah pegawai juga menjadi permasalahan tersendiri karena hanya sedikit
pegawai atau staff pelaksana kerjasama luar negeri yang dimiliki Kota Semarang.

Selain itu, pada birokrasi juga terdapat prosedur yang menghambat kerjasama luar
negeri Khususnya sister city di Kota Semarang seperti pembatasan personil dalam
pelaksanaan kunjungan ke luar negeri (maksimal lima orang) dan batasan waktu maksimal
tujuh hari. Dengan batas waktu dan personil tersebut menyulitkan pemerintah dalam proses
observasi perkembangan kerjasama sister city. Selain itu, sulitnya koordinasi dengan
pemerintah pusat menjadi kendala tersendiri karena pemerintah daerah tidak mendapat
asistensi atau pendampingan dalam melaksanakan kerjasama sister city. Pemerintah kota
dibiarkan berjalan sendiri dengan sumber daya yang dimiliki, padahal dalam praktiknya
sangat perlu adanya koordinasi berupa perizinan hingga pendampingan.

Selain kelemahan birokrasi dan prosedural yang dimiliki Kota Semarang, keterlibatan
aktor non-government juga menghambat perkembangan dan keberlanjutan sister city.
Kerjasama yang dilakukan Kota Semarang yang berfokus pada kerjasama investasi
perdagangan dan industri melibatkan aktor-aktor non pemerintah sebagai salah satu

stakeholder dalam kerjasama sister city. Perlu adanya koordinasi yang intens antara
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pemerintah dan aktor non pemerintah guna mengontrol jalannya kerjasama terutama pada
kerjasama ekonomi dan perdagangan.

Berbagai kelemahan tersebut akhirnya menjadikan kerjasama sister city yang
dilakukan Kota Semarang dengan berbagai kota di dunia terhambat dan kurang berkembang,
selain karena birokrasi yang tidak memadai, inisiatif pemerintah dalam melakukan
implementasi kerjasama dinilai kurang sehingga tidak terjadinya keseimbangan dalam

bekerjasama.

2.1.1 Brisbane, Australia

Kota Brisbane ibu kota Queensland, Australia merupakan kota terpadat ketiga di
Australia. Kota Brisbane memiliki ciri khas bangunan yang tersebar merata hingga sudut
kota, selain itu daya tarik Sungai Brisbane merupakan pesona tersendiri dari kota ini.
Ternyata, fitur-fitur tersebut juga dimiliki Kota Semarang. Dari mulai populasi Kota
Semarang yang merupakan kota terpadat kelima di Indonesia. Corak bangunan yang tidak
semuanya merupakan bangunan kontemporer namun terdapat berbagai bangunan bernilai
historis merupakan kemiripan antar kedua kota. Atas dasar kemiripan-kemiripan tersebut
terjalinlah kerjasama sister city.

Kerjasama sister city kedua kota dimulai sejak 1993 yang merupakan kerjasama sister
city pertama di Kota Semarang. Terdapat berbagai pertimbangan dasar mengapa kerjasama
sister city antara Kota Semarang dan Kota Brisbane terjalin yaitu pertama, Semarang
merupakan ibukota Jawa Tengah. Kedua, Semarang merupakan pusat pemerintahan daerah,
industri, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. Ketiga, letak Kota Semarang yang berada
di pantai utara Pulau Jawa. Keempat, jumlah populasi Kota Semarang beserta faktor
Klimatologis termasuk temperatur kota. Kelima, industi-industri besar di Kota Semarang
seperti pertanian, perikanan, manufaktur yang disokong oleh adanya pelabuhan sebagai salah
satu pusat distribusi barang di Indonesia (Brisbane City Council, 2016). Atas berbagai
potensi dan kesamaan tersebut maka dibangunlah nota kesepahaman untuk membentuk
kerjasama sister city.

Hubungan sister city ini kemudian mencakup ruang lingkup berikut: (1) ekonomi,
perdagangan, dan investasi; (2) pembangunan, pariwisata, seni, dan budaya; (3)
pembangunan perkotaan dan lingkungan hidup; serta (4) pertukaran pegawai dan pertukaran
budaya.

2.1.2 Fuzhou, Provinsi Fujian, RRT
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Hubungan kerjasama antara kota Semarang dengan kota-kota Tiongkok telah terjalin
cukup harmonis. Hal ini mengingat kedekatan sejarah yang dimiliki antara kota Semarang
dengan Tiongkok. Alasan tersebut yang menyebabkan Fuzhou pada akhirnya menghendaki
pembentukan sister-city dengan kota Semarang. Fuzhou merupakan ibu kota provinsi Fujian,
Tiongkok yang berlokasi di pesisir Sungai Min dan berbatasan dengan Selat Taiwan. Fuzhou
diproyeksikan menjadi salah satu kota pelabuhan yang akan mendukung program ‘Maritime
Silk Road’ yang dicanangkan pada pemerintahan Presiden Xi Jinping. Di sisi lain, kota
Semarang juga terpilih menjadi salah satu port pelabuhan dalam proyek tol laut Jokowi. Oleh
karena itu, menurut Hendrar Prihadi selaku Walikota Semarang yang menganggap bahwa
kerjasama dengan Fuzhou akan menjadi momentum yang bagus bagi kota Semarang untuk
dapat melibatkan diri dalam Belt and Road Initiative antara Indoensia dan Tiongkok (Asia
Pacific Daily, 2016).

2.1.3 Nanjing, Provinsi Jiangsu, RRT

Nanjing atau dulu dieja Nanking adalah ibu kota provinsi Jiangsu di Republik Rakyat
Tiongkok. Nanjing merupakan kota kedua terpenting di Tiongkok setelah Shanghai dan juga
menjadi sebuah kota wisata terkenal dengan banyak tempat bersejarah. Pemerintah kota
Nanjing telah berhasil untuk memaksimalkan unsur kuno dan sejarah sehingga
menjadikannya salah satu circumvallation kuno terbesar di dunia. Sedikitnya telah terdapat
14 tempat wisata bersejarah di kota tersebut. Alasan inilah yang mengakibatkan kota
Semarang tertarik untuk menjalin kerjasama dengan kota Nanjing yang dipandang telah
berhasil melakukan pengelolaan pariwisatanya dengan baik. Pemerintah kota Semarang
merasa perlu mencontoh model pengelolaan pariwisata dari kota Nanjing mengingat kota
Semarang juga memiliki banyak tempat wisata bersejarah. Oleh karena itu, pada tanggal 23
Oktober 2016 telah disepakati pembentukan sister city antara kota Semarang dengan Nanjing.
Surat pernyataan tersebut ditandangani oleh Ibu Heverina G. Rahayu selaku Wakil Walikota
Semarang dan Mr. Miao Ruillin selaku Walikota Nanjing. Kemudian di bulan yang sama,
delegasi kota Semarang yang dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Semarang, Heverina
G. Rahayu melakukan kunjungan ke kota Nanjing sekaligus untuk menghadiri undangan
Nanjing World Historical and Cultural Cities Expo 2016.

Namun, kerjasama sister city dengan beberapa kota di berbagai negara tersebut
kebanyakan hanya bersifat formalitas politik tanpa realisasi berbentuk material. Kurangnya
dukungan dari pemerintah pusat membuat pemerintah Kota Semarang bekerja sendirian

untuk terus berupaya melaksanakan paradiplomasi dengan berbagai negara. Selain itu,
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asistensi yang kurang dari pemerintah pusat menyebabkan tidak terwujudnya proyek

kerjasama kreatif sehingga kerjasama berhenti pada tahap konsep dan politis.

2.2 Potensi Lokalitas Kota Semarang
Kota Semarang yang merupakan kota terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta,

Surabaya, Bandung, dan Medan memiliki kekuatan geostrategis sebagai ibukota Jawa
Tengah. Kota Semarang berada pada jalur strategis secara ekonomi karena merupakan jalur
lalu lintas perdagangan Pulau Jawa. Selain itu dalam hal transportasi darat, Kota Semarang
tak kalah unggul dengan memiliki jalur kereta api dan bandara internasional yang merupakan
nilai tawar tersendiri. Kemajemukan suku bangsa di Kota Semarang yang terdiri dari suku
Jawa, Chinese, dan Arab yang tersebar di berbagai penjuru Semarang merupakan daya tarik
tersendiri disokong oleh peninggalan-peninggalan bersejarah. Kota Semarang juga dikenal
sebagai kota toleransi dengan berbagai akulturasi agama dan budaya yang tersimpan di
dalamnya seperti candi hindu, masjid, vihara budha, dan klenteng.

Dengan berbagai potensi yang dimilikinya Kota Semarang semakin dianggap penting
dan diperhitungkan di kancah domestik dan internasional. Berbagai karakter tersebut
selanjutnya dipandang sebagai lokalitas atau unsur pembentuk karakter sebagai identifikasi
yang membedakan Kota Semarang dengan kota lainnya. Lokalitas Kota Semarang tersebut
tidak hanya berupa material namun selanjutnya dapat berinteraksi dan berpengaruh pada
unsur dinamis seperti sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

Dengan kekayaan aspek sosial-budaya, dan georafis tersebut membuat pemerintah
Kota Semarang berkonsentrasi pada pengembangan perdagangan, jasa, dan industri. Ketiga
bidang tersebut sangat logis menjadi fokus utama saat ini karena dinilai Kota Semarang
sangat kurang dalam hal pengembangan industri karena keterbatasan wilayah. Saat ini
industri dan perdagangan hanya difokuskan pada hinterland Kota Semarang yaitu Kabupaten
Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Salatiga, dan Kabupaten Grobogan (Pemerintah Kota
Semarang, 2014). Wilayah Kota Semarang sendiri saat ini hanya difungsikan pada pusat
administrasi dan bisnis. Dengan labelnya sebagai kota investasi dan perdagangan, lahan yang
ada di Kota Semarang lebih banyak diperuntukkan sebagai kawasan industri seperti Taman
Industri BSB, Kawasan Industri Candi, BSB Bonded Zone, Kawasan Industri Wijayakusuma,
Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma (Seputar Semarang, n.d.), Kawasan Industri Terboyo,
Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, dan Kawasan Industri Bukit Semarang Baru.

Tingginya arus investasi yang masuk ke Kota Semarang dalam dekade terakhir membuat
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kawasan industri dengan luas total 1.029 ha ini sudah penuh (Lazuardi, 2014) sehingga dalam

pembuatan kebijakan
pembangunan, "7 KAWASAN INDUSTRI DIJAWATENGAH  Pemerintah  Kota
mulai mendorong l v~ X pembangunan
kawasan industri di wilayah
hinterland sekitarnya.

Gambar 2.1 Peta Kawasan Industri

Kaswieam Incustrl Clacsg

Jawa Tengah atau Hinterland

(-'i{ Rencana KT Kendal, Demak, Grobogas, Boyelali 2
Kota Semarang

Banyaknya kawasan industri yang telah berkembang di Kota Semarang ini kemudian menjadi
modalitas tersendiri karena telah tersedianya suprastruktur dan infrastruktur penunjang
kegiatan ekonomi yang meliputi investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang memadai.
Terintegrasinya aktifitas ekonomi dari hulu ke hilir ini selanjutnya menjadi modal penting
bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan paradiplomasinya, yang kemudian
dikemas dalam paket kebijakan pembangunan berbasis Meetings, Incentives, Conferences,
and Events (MICE) yang dikemas dengan romantisme budaya yang dimiliki sebagai bentuk

modalitas sosial-budaya Kota Semarang.

2.3 Pentingnya Kerjasama Internasional atau Paradiplomasi Kota Semarang
Dengan mempertimbangkan peran paradiplomasi, dapat kemudian disepakati bahwa
pelaksanaan sister city membutuhkan identitas lokalitas yang kuat dari masing-masing kota.
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Kota yang tidak menegaskan lokalitasnya akan kalah dan terseret oleh lokalitas yang
dimiliki oleh kota yang menjadi partner. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi kedua kota
yang menjalin kerja sama sister city untuk melihat ke dalam dan memastikan potensi
lokalitas masing-masing, serta bagaimana menegaskannya sebelum memutuskan terjun
dalam bingkai kerja sama sister city.

Konsep lokalitas lekat kaitannya dengan tempat atau wilayah yang memiliki
karakteristik tersendiri. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa lokalitas perlu memiliki unsur
atau komponen yang dapat diidentifikasi. Dalam konteks ini, lokalitas Kota Semarang dapat
dikatakan sebagai unsur-unsur pembentuk karakter sebagai identifikasi yang
membedakannya dengan wilayah lain, yang merupakan interaksi dinamis antara unsur statis
berupa geografis setempat, yang kemudian memberikan pengaruh pada unsur-unsur
dinamisnya seperti sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Paradiplomasi memberikan
perhatian khusus di mana lokalitas tertentu mampu tampil menjadi dominan dalam
persaingan yang terjadi dalam dimensi globalisasi. Seperti disebutkan sebelumnya, setiap
lokalitas memiliki ciri unik masing-masing. Dengan menggunakan paradiplomasi sebagai
sarana utama, suatu lokalitas dapat menjadi dominan dan menjadi agen globalisasi di mana
area lain akan terpengaruh dan beradaptasi pada kekhasan dari lokalitas tersebut.

Kota Semarang tahun 2016-2021 memiliki beberapa misi, yaitu: mewujudkan
kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas, mewujudkan Pemerintahan yang
semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik, mewujudkan kota metropolis yang
dinamis dan berwawasan lingkungan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis
keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif. Kota Semarang memiliki
Sapta Program dalam Fokus Pembangunannya. Sapta Program tersebut mencakup beberapa
hal yaitu: penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, penanganan rob dan banijir,
peningkatan pelayanan publik, peningkatan infrastruktur, peningkatan kesetaraan gender,
peningkatan pelayanan pendidikan, serta peningkatan pelayanan kesehatan (Pemerintah Kota
Semarang, 2016).

Berkaitan dengan hal tersebut, Semarang dalam Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Kota nya juga memiliki sasaran untuk meningkatkan penyelenggaraan dan
pengendalian kerjasama antar daerah, baik di dalam maupun di luar negeri, serta dengan
pihak ketiga (Bappeda Semarang, 2018). Hal tersebut menunjukkan adanya keinginan dari
Kota Semarang untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain sebagai salah satu

cara untuk mewujudkan misi-misi tersebut. Misi-misi Kota Semarang tersebut juga
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menunjukkan bahwa Kota Semarang, tidak dapat dipungkiri, memiliki self-interest yang
ingin diwujudkan.

Kerjasama internasional atau paradiplomasi melalui program sister city dapat
digunakan oleh Kota Semarang sebagai media yang tepat. Selain untuk mencapali
kepentingan-kepentingan atau self-interest tersebut, melalui paradiplomasi, Kota Semarang
dapat menambah value atau nilai terhadap Kota Semarang itu sendiri. Dengan paradiplomasi
dan sister city, Kota Semarang dapat menyatukan serta memperkuat hubungan-hubungan
yang sudah terjalin dengan negara lain. Selain itu, salah satu yang perlu digarisbawahi
adalah adanya pertukaran informasi yang terjadi dalam sister city. Melalui pertukaran
informasi tersebut, tentunya Kota Semarang dapat mendapatkan manfaatnya. Contohnya
adalah adanya pertukaran informasi mengenai bagaimana suatu kota membangun daerahnya,
bagaimana usaha kota yang bersangkutan dalam menyejahterakan masyarakatnya, dan
informasi lain yang kemudian dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Selain itu,
informasi yang didapatkan tentu saja akurat dan terjamin karena didapatkan dari sumber
yang utama atau dapat dikatakan sebagai data primer.

Adanya pertukaran servis atau layanan juga merupakan salah satu keuntungan dari
paradiplomasi. Beberapa kerjasama yang sudah dilakukan oleh Kota Semarang adalah
kerjasama teknis dengan Danida (Kerajaan Denmark) dan Kota Toyama, Jepang. Danida
memberikan bantuannya kepada Kota Semarang dalam bentuk kerjasama Pengelolaan
Sampah Landfill Gas di TPA Jatibarang (Bappeda Kota Semarang, 2018). Permasalahan
sampah di TPA Jatibarang sudah lama menjadi perhatian di Kota Semarang karena banyak
limbah dan sampah yang tidak tertangani dengan baik sehingga berdampak pada polusi dan
pencemaran lingkungan. Kerjasama dengan Danida membantu Kota Semarang dalam
mengelola sampah tersebut menjadi energi terbarukan (EBT) melalui proyek percontohan
Environment Support Programme Phase 3 (ESP3). Akan dibangun pula pembangkit listrik
berdaya 1,2 MW dengan bahan bakar gas metana dari sampah di TPA Jatibarang.

Selain itu, kerjasama di bidang teknologi dengan Kota Toyama juga memberikan
keuntungan bagi Kota Semarang. Kota Toyama sepakat melakukan kerjasama dalam usaha
bidang energi terbarukan dan pengurangan emisi rumah kaca. Peralihan bahan bakar BRT
Trans Semarang yang semula adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi gas juga
termasuk dalam kerjasama tersebut. Kerjasama sister city Kota Semarang dengan Danida
dan Kota Toyama membantu Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan salah satu misi
Kota Semarang yaitu untuk mewujudkan kota metropolis yang dinamis dan berwawasan

lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi yang dimiliki Kota Semarang masih
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terbatas, ditambah dengan besarnya dana yang diperlukan menyebabkan banyak
penyelesaian permasalahan Kota Semarang terhambat. Melalui kerjasama sister city,
permasalahan tersebut terbukti mulai terselesaikan sedikit demi sedikit.

Kerjasama sister city dengan Kota Toyama juga memberikan manfaat bagi Kota
Semarang dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program-program
dicanangkan agar masyarakat Semarang dapat melakukan magang di perusahaan-perusahaan
yang berada di Toyama, kemudian agar siswa di Semarang dapat melakukan study tour di
Kota Toyama. Kedua hal tersebut mendukung salah satu Sapta Program Kota Semarang
yaitu Peningkatan Pelayanan Pendidikan.

Program sister city yang terjalin antara Kota Semarang dan wilayah lain juga
membuka pintu perdagangan bagi sektor industri di Kota Semarang mengingat Kota
Semarang memiliki potensi yang cukup besar di bidang perdagangan dengan banyaknya
kawasan industri yang berkembang di Kota Semarang. Ini juga menonjolkan potensi lokal
Kota Semarang yang berdiri dan berkembang sebagai pusat bisnis perdagangan yang
berbasis pada MICE, dengan Sem’Biz sebagai salah satu program pendukungnya. Ketika
pintu perdagangan sudah terbuka, maka hal tersebut tentunya akan mengangkat
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Hal ini juga berkaitan
dengan upaya memperkuat lokalitas Kota Semarang. Begitu pula dalam sektor budaya, akan
terjadi pertukaran budaya antara Semarang dengan partner dalam program sister city nya.
Pertukaran budaya tersebut akan memperkenalkan Kota Semarang lebih luas lagi di kancah
internasional yang akan menambah daya tarik pariwisata Kota Semarang.

Selain sister city, kerjasama yang dilakukan Kota Semarang dengan lembaga-
lembaga asing juga memberikan manfaat tersendiri bagi Kota Semarang. Salah satunya
adalah kerjasama dengan Bank Dunia yang telah diwujudkan dalam program City Planning
Labs (CPL) untuk memperkuat perencanaan kota. Program tersebut membantu Pemerintah
Kota Semarang dalam meningkatkan kapasitas teknisnya untuk menghasilkan dan
menganalisa data geospasial melalui sistem digital. Kerjasama internasional dengan
berbagai kota dan lembaga, serta peradiplomasi melalui program sister city dapat membantu
Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan kepentingan-kepentingannya, visi dan
misinya, serta target-target yang sudah dicanangkan dalam upaya memajukan Kota
Semarang. Kota Semarang dapat mendapatkan informasi, servis, teknologi, dana maupun
jasa dari partner sister city tersebut yang dapat digunakan untuk membangun Semarang.
Adanya kerjasama internasional dan paradiplomasi melalui program sister city juga terbukti

dapat menambah nilai atau value dari Kota Semarang. Semakin bertambahnya nilai dari
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Kota Semarang akan semakin menambah daya saing Kota Semarang di mata internasional.
Saat Kota Semarang memiliki daya saing yang tinggi di mata internasional, maka akan
menarik Kkota-kota lain dan investor untuk bekerjasama dengan Kota Semarang yang
merupakan suatu keuntungan dan kesempatan bagi Kota Semarang untuk mewujudkan visi
dan misinya. Hal tersebut juga menjadi kesempatan bagi Kota Semarang untuk memperkuat
dan menambah potensinya di bidang perdagangan. Memiliki hubungan yang baik dengan
kota-kota lain juga dapat memberi manfaat bagi Kota Semarang di bidang politik.

Melihat keuntungan dan manfaat yang telah didapat oleh Kota Semarang melalui
sister city, maka pentingnya kerjasama internasional dan paradiplomasi bagi Kota Semarang
merupakan cara yang cukup efektif untuk mewujudkan interest dari Kota Semarang. Namun
demikian, perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan dalam sistematika sister city Kota

Semarang sehingga program tersebut dalam terlaksana secara lebih baik dan lebih efektif.
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BAB Il1

3.1 Peran Pemerintah Pusat dalam Paradiplomasi

Globalisasi menyebabkan pergeseran isu hubungan internasional yang pada awalnya
fokus pada isu high politics dengan mengedepankan perihal material menjadi fokus pada isu
kerjasama melalui jalur diplomasi. Diplomasi pada awalnya bersifat tradisional dengan
negara menjadi aktor utama dalam diplomasi. Namun, di era modern seiring meningkatnya
kebutuhan negara untuk mencapai kepentingan nasional dalam rangka kesejahteraan warga
negaranya, diplomasi dijalankan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat. Globalisasi
menyebabkan pola diplomasi yang mulanya diplomasi tingkat tinggi menjadi non-central
government yang berarti aktor diplomasi berada pada pemerintah daerah atau dikenal dengan
paradiplomasi (Mukti, 2013).

Indonesia dalam menjalankan diplomasinya fokus pada pengembangan bidang
industri, perdagangan, teknologi, dan lain lain. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal,
pemerintah pusat melakukan penyerapan modal asing yang diarahkan kepada daerah dengan
potensi yang sesuai. Sumber daya alam yang dimiliki daerah akan lebih mudah dikelola dan
dimanfaatkan apabila dana investasi diarahkan langsung kepada pemerintah daerah sebagai
stakeholder paradiplomasi. Dengan demikian, pemerintah daerah akan lebih maksimal
mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia dalam rangka meningkatkan
pembangunan. Hal itu juga sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam
memajukan perekonomian rakyat. Untuk melegalkan peran pemerintah daerah dalam
memanfaatkan potensi di wilayahnya maka pemerintah merumuskan Undang Undang Nomor
32 tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang otonomi daerah dalam rangka membangun pembangunan di daerah (Imawan, 2006).

Wang (2015) menjelaskan bahwa ada sedikitnya tiga peran yang dapat dilakukan oleh
pemerintah daerah, yakni sponsor, koordinator, dan penghubung (communicator).
Sebelumnya, ketiga peran ini dijalankan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya
desentralisasi, aktor daerah juga perlu didorong untuk mampu menjalankan tiga peran
tersebut (Wang, 2015, 39). Dengan demikian, implementasi kerja sama menjadi lebih jelas,
dan tidak akan terjadi ‘sleeping agreements’. Sejalan dengan pemikiran Held dkk (1999),
Wang tidak melihat pentingnya aktor sub-national ini kemudian menggeser peran Negara
dalam diplomasi publik, dan membuat kekuatan (power) Negara hilang. Sebaliknya,
pemerintah pusat berbagi kekuatan (sharing power) dengan pemerintah daerah, untuk
memaksimalkan lokalitas (Wang, 2015, 35). Sharing power yang dimaksud di sini adalah
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tentunya terkait komunikasi. Untuk isu-isu yang bersifat ‘low politics’, dikomunikasikan oleh

pemerintah daerah. Sementara, isu ‘high politics’ seperti perang dan pertahanan, tetap

menjadi porsi pemerintah pusat.

Peran pemerintah daerah sebagai sponsor, koordinator, dan penghubung digambarkan

Wang melalui tiga skenario, yang digambarkan seperti di bawah ini:

Gambar 3.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Diplomasi

Skenario hubungan Tipe peran
Pusat dan Daerah Sponsor Koordinator Penghubung
1 Daerah Daerah Daerah
2 Nasional Daerah Daerah
3 Nasional Nasional Daerah

Sumber: diolah dari Wang (2015, 40)

Seperti yang disebutkan di atas, seiring dengan munculnya aktor-aktor baru selain Negara
(pemerintah pusat), perlu kemudian dipertimbangkan pembagian kekuatan antara Pusat dan
Daerah. Skenario | menempatkan Daerah sebagai aktor yang menggantikan Negara
menjalankan ketiga peran diplomasi yang ada. Skenario Il, Pusat hanya menginisiasi dan
mensponsori program kerjasama, sementara manajemen proses diplomasi dan interaksi
secara langsung diserahkan kepada Daerah. Program ini lebih banyak melibatkan pemerintah
daerah, dimana koordinasi antara Pusat dan Daerah tidak banyak diperlukan (Wang, 2015,
39). Skenario Il1l, mengacu pada diplomasi yang membutuhkan dukungan Pusat dan
koordinasi dengan Daerah untuk mengeksekusi program. Dalam hal ini, Pusat memegang
peranan penting dalam mengembangkan konsep program dan terikat melihat program
bagaimana tersebut dijalankan atau direalisasikan (Wang, 2015, 40). Artinya, Daerah
berperan dalam membuat jaringan kerja sama yang sejalan dengan kepentingan nasional;
menjadi penghubung secara langsung. Sementara, Pusat memiliki peran untuk mendukung
dan menjadi fasilitator, sehingga program dirancang dapat dijalankan dengan baik oleh

Daerah.

3.2 Alur Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Paradiplomasi
Pemerintah Kota Semarang memiliki peraturan mengenai kerjasama luar negeri yang
dirumuskan melalui Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018 mengenai kerjasama daerah.

Kerjasama daerah tersebut dilaksanakan oleh Dinas Otonomi Daerah yang membawahi Sub-
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bagian Kerjasama Antarlembaga. Munculnya peraturan pemerintah tersebut sebagai wujud
sistem otonomi daerah atau desentralisasi yang digunakan Indonesia dalam mengelola
pemerintahan. Pemerintah Indonesia juga memiliki seperangkat aturan untuk mengatur
kemungkinan hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak asing, meskipun
belum dalam bentuk aturan hukum yang kokoh karena bukan berbentuk Undang-Undang,
namun masih dalam bentuk peraturan menteri dalam negeri, yakni Permendagri No 1 Tahun
1992 tentang penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri di jajaran Kementerian
Dalam Negeri.

Dalam menjalankan aktivitas paradiplomasi, terdapat berbagai prosedur yang harus
dilakukan pemerintah daerah sebagai upaya koordinasi dengan pemerintah pusat di bawah
Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi tersebut lebih lanjut berupa pendanaan kegiatan
paradiplomasi atau sister city pemerintah daerah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.
Mekanisme tersebut yaitu:

1. ldentifikasi Potensi dan Permasalahan
Identifikasi permasalahan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka
memperoleh sponsor dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dinilai sangat
mengenal potensi daerahnya beserta permasalahan yang dihadapi sehingga, analisis
mengenai permasalahan daerahnya sangat penting sebagai basis pemecahan masalah
atau solusi yang akan dilakukan menggunakan dana hasil alokasi pemerintah pusat

(APBD). Identifikasi potensi dan permasalahan harus dikaji secara komprehensif

untuk memudahkan analisis penyelesaian beserta dana yang dibutuhkan. ldentifikasi

juga memuat urgensi pentingnya program yang selanjutnya dapat diselesaikan melalui
sister city dengan negara lain.
2. Penyusunan Dana Alokasi APBD

Setelah melakukan identifikasi detail mengenai potensi beserta permasalahan
yang dihadapi pemerintah daerah maka, selanjutnya dilakukan seleksi dana. Akan
dilakukan identifikasi dan penyortiran apakah proyek paradiplomasi tersebut layak
didanai menggunakan dana APBD atau tidak. Kriteria pendanaan bergantung pada
urgensi permasalahan. Penyerapan dana juga tidak hanya bersumber dari APBN
semata namun dari investasi pihak ketiga seperti perusahaan multinasional (MNC),
organisasi internasional non-pemerintah (INGO), dan lain lain.

3. Audiensi dengan Pemerintah Pusat
APBD dialirkan dari ABPN yang disusun oleh pemerintah pusat. APBD

disusun oleh badan legislatif yang diwakili oleh DPD. DPD akan melakukan audiensi
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dengan pemerintah pusat mengenai kebutuhan pemerintah daerah sehingga

pemerintah pusat dapat mempertimbangkan permasalahan tersebut.

4. Seleksi Proposal oleh Kementerian Dalam Negeri

Apabila proposal atau permohonan pemerintah daerah telah lolos tahap
pengalokasian APBD maka akan difinalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri selaku
sponsor pemerintah daerah dalam melaksanakan paradiplomasi. Kebijakan tersebut
berisi keputusan apakah kementerian dalam negeri menyetujui untuk memberikan
sponsor atas kegiatan paradiplomasi yang dilakukan. Apabila proposal proyek
paradiplomasi sesuai dengan visi dan misi daerah tersebut maka akan dilakukan
penyetujuan oleh peemrintah pusat (Bappeda, 2018). Selanjutnya juga akan
ditentukan pihak-pihak yang terlibat dan berkaitan dalam paradiplomasi daerah
tersebut oleh kementerian dalam negeri bersama kementerian luar negeri (Bappeda,
2018). Pemerintah pusat akan membantu menentukan dan menghubungkan
stakeholder paradiplomasi pemerintah daerah yang dapat berupa perusahaan

multinasional, organisasi internasional, maupun perusahaan swasta.

3.3 Pentingnya Pemerintah Pusat dalam Efektivitas Paradiplomasi

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam proses paradiplomasi, terutama dalam
pelaksanaan program sister city tentunya dikarenakan beberapa sebab, salah satunya adalah
kurang dilibatkannya Pemerintah Pusat dalam prosesnya karena adanya desentralisasi dan
otonomi daerah yang menyebabkan Kota Semarang berhak untuk mengurus urusan rumah
tangganya sendiri. Namun demikian, dalam perkembangannya, Kota Semarang mulai
melibatkan Pemerintah Pusat dalam program sister city. Dalam kerjasamanya dengan Danida
mengenai pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, kerjasama teknologi tersebut dapat terjadi
dengan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
(PUPR RI) (Bappeda Kota Semarang, 2018). Selain itu, kerjasama dengan Kota Toyama juga
berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia. Kedua kerjasama tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang
konkrit bagi Kota Semarang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sangatlah berpengaruh
dalam proses paradiplomasi Kota Semarang. Pemerintah Pusat memiliki kemampuan dan

network yang lebih besar dalam mencari kesempatan kerjasama untuk Kota Semarang
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sehingga hasil yang didapatkan lebih optimal. Selain itu, dengan menggandeng Pemerintah
Pusat, Kota Semarang dapat mendapatkan bantuan berupa dana APBD untuk membiayai
program-program dan kegiatan. Program-program dan kegiatan tersebut jika lolos seleksi
oleh Kementerian di tingkat pusat kemudian akan mendapatkan bantuan dari Lembaga Asing
melalui Kementerian. Dengan demikian, proses kerjasama menjadi lebih tersetruktur dan
efektif.

Sebagai salah satu upaya untuk menghindari silent diplomacy dan diplomasi searah,
Pemerintah Pusat perlu dilibatkan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dapat
membantu Kota Semarang untuk melakukan promosi dan sounding ke luar sehingga
diplomasi yang terjadi tidaklah hanya satu arah. Kemenlu dapat melibatkan Kota Semarang
dalam kunjungan-kunjungan yang dilakukan ke kota-kota di luar negeri sehingga kerjasama
dapat terus terjadi. Dengan melibatkan Pemerintah Pusat, keberhasilan paradiplomasi atau
sister city yang dihasilkan tentunya akan lebih optimal, sehingga tidak akan terdapat sleeping
MoU. Sebagai salah satu contohnya adalah ketidakberhasilan Kota Semarang dalam
melakukan kerjasama sister city dengan Kota Beihai. Kota Semarang kemudian memutuskan
untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Kota Beihai karena tidak terdapat perkembangan
yang berarti di hubungan kedua kota tersebut. Kota Semarang juga ingin mengurangi hal-hal
yang berpotensi untuk menghasilkan apa yang dapat dikatakan sebagai so-called silent
diplomacy.

Di samping itu, Pemerintah Pusat memiliki tujuan yang sama dalam menjalin
kerjasama dengan negara-negara lain sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sejatinya saling memberikan keuntungan untuk satu sama lain. Sebagai satu kesatuan,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat saling berkoordinasi sehingga dapat

mencapai hasil yang lebih efektif dan optimal.
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Berbasis Komputer Bagi
Pengurus dan Anggota
Koperasi Curug Mandiri Di
Desa Curug Sewu
Kecamatan Patehan
Kabupaten Kendal

Anggota

DIPA FISIP
Undip

2012

Penguatan Kelembagaan
Lokal Dalam Rangka
Pengembangan Mangrove
Education Center dan
Mangrove Tourism Center
di Kawasan Tapak

Anggota

DIPA FISIP
Undip
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Kelurahan Tugurejo
Kecamatan Tugu Kota
Semarang"
8 2011 Pendampingan Pelaksanaan Anggota DIPA FISIP
Administrasi Pembukuan Undip
Koperasi Serba Usaha
Curug Mandiri di Desa
Curug Sewu Kecamatan
Patehan Kabupaten Kendal
9 2011 Fasilitasi Penguatan Anggota DIPA FISIP
Lembaga Pemberdayaan Undip
Masyarakat Kelurahan
(LPMK) sebagai Upaya
Efektifitas Program
Penanggulangan
Kemiskinan di Kelurahan
Meteseh Kec. Tembalang
Kota Semarang
V. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 tahun terakhir)
No. | Tahun Judul Penelitian Penerbit/Jurnal
1 2014 Prasyarat Keberhasilan Kerjasama Jurnal llmu Sosial
Sister Provice Undip, Vol. 13 No. 2
Agustus 2014 ISSN:
1411 - 8254
2 2014 Kearifan Lokal dalam Pemilihan Umum Majalah Forum Undip,
Kepala Daerah Langsung Vol. 41 No. 1 Juni 2014,
ISSN 0126-0731
3 2013 Pemilukada Miskin Figur Suara Merdeka
4 2009 Menakar Good Governance di Pemerintahan | Forum FISIP
SBY — Boediono 2009 — 2014 Universitas Diponegoro
5 2009 Keterpurukan Pemilu DPD, 2009 Suara Merdeka

Biodata sebagai salah satu syarat dalam pengajuan usulan penelitian dan apabila di
kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian, saya sanggup menerima sanksinya.

Semarang, 20 September 2018
Ketua Tim Pengusul,

Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si
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BIODATA PENELITI

I. Identitas Diri
Nama Lengkap (dengan Gelar) : Fendy Eko Wahyudi, S.1.P., M.Hub.Int.
Jabatan Fungsional dan Gol - Asisten Ahli/Illb
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 1 Juli 1987
Nomor HP : 08125227048
Alamat Kantor - JI. Prof. Soedharto, SH No0.13 Semarang
Telp/Fax : 024-7465405
Email : f.e.wahyudi@undip.ac.id,

Mata kuliah yang diampu

Il. Riwayat Pendidikan

f.e.wahyudi@gmail.com
: 1. Pengantar llmu Hubungan Internasional
2. Ekonomi Politik Internasional
3. Metode Penelitian HI
4. Globalisasi & Transnasionalisme
5. Organisasi & Administrasi Internasional

No Jenjang Institusi
1 Undergraduate Program of International
Relations, Department
of International Relations, Universitas Airlangga
2 Globalization & Strategic Studies, Department of
International
Relations, Universitas Airlangga
3 Diplome DELF Centre culturel et de Coopération Linguistique
4 Dipléme DELF Institute Francais d’Indonésie
I11. Pengalaman Penelitian (5 tahun terakhir)
No Tahun Judul Penelitian
1 2009 Islamic Political Movements and Their Political
Contestation in Indonesian institutionalized Democracy
2 2009 Problem dan Solusi Perbatasan Indonesia : Kedaulatan,
Integritas Bangsa,Pertahanan dan Sumber Daya Alam
Strategis
3 2010 Studi Elektabilitas dan Popularitas Bakal Calon Walikota
Surabaya
4 2011 On Globalization and Culture: Cultural perception of
Indonesian People in The Globalization era
5 2012 Moslem Women Perception on sharia and Khilafah
percepetion in Indonesian Universities
6 2013 Implementasi Kerjasama Sister Province Provinsi Jawa
TengahFujian
7 2013 Pemuda, Aktivisme Politik dan Media Baru
8 2014 Pengaruh Globalisasi terhadap Pandangan dan Aktivisme
Kebudayaan Kelompok Pemuda di Jawa Tengah
9 2015 ISIS Vis a Vis Islamisme: Respon Gerakan Islam
Transnasional terhadap Fenomena Kemunculan ISIS
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IV.Pengalaman Penelitian Penulisan Artikel limiah dalam Jurnal (5 tahun

terakhir)
No Tahun Judul Artikel Nama Jurnal, Vol,
No, Him
1 2010 Pengaruh Kausalitas Tingkat Fertilitas Jurnal Masyarakat,
Total (TFR) Penduduk terhadap Tingkat | Kebudayaan dan
Demokrasi : Tinjauan Demokrasi Politik , Vol. 23,
Gelombang ke-4 (1991-2000) Nomor 23 JuliSept
2010. ISSN 2086-
7050
2 2010 Jalan Curam Hegemoni Amerika Serikat | Jurnal Global dan
Strategis. Vol. 3 — No.
1/2010-03.
Surabaya: Centre for
Strategic and Global
Studies.
3 2012 Globatiksasi dan Desakralisasi Budaya: Majalah
Tinjauan Dampak Globalisasi Terhadap | Pengembangan limu
Budaya Sosial “Forum”, Vol.
40 — No. 2. Oktober
2012, ISSN 0126-
0731
4 2013 Bridging between Transnational 7th EuroSEAS
Islamism and Indonesian Islamic Conference 2013
Tradition: The studies of Hizbut Tahrir School of Social and
Indonesia and Their Approach to The Political Sciences —
Ulema ISCSP University of
Lisbon - Lisbon, 02-
05 July 2013
5 2015 Reviving the Silk Road between Fujian International
Province and the Central Java: Conference on “The
contribution for future trade relationship | Relation of 33
Indonesia-China:
Dynamics, Problems
dan Prospects”
6 2015 Teatrikal Makroekonomisme Globalisasi | Jurnal llmu Sosial
Vol. 14, No. 2 Tahun
2015

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini
saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan RPP.
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BIODATA PENELITI

Identitas Diri

Nama

Jenis Kelamin

Jabatan Fungsional
NIP/NIK/Identitas Lainnya
NIDN

Tempat, Tanggal Lahir
E-mail

Nomor Telepon / HP
Alamat Kantor

Lulusan yang telah dihasilkan

Mata Kuliah yang diampu

: MOHAMAD ROSYIDIN, S. SOS, M.A.
. Laki laki
. Asisten Ahli
: 198507032015041001
: 0003078501
: Ponorogo, 03-07-1985
: mohamad.rosyidin@undip.ac.id
: 082133482323
: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK Jalan Prof. Soedarto, Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50275 10 Nomor
Telepon / Faks : 082133482323
: D3 = Orang
S1 = Orang
S2 = Orang
S3 = Orang
. Pengantar 1lmu Hubungan Internasional
. Teori Hubungan Internasional
. Metodologi Hubungan Internasional
. Ekonomi Politik Internasional
. Analisis Politik Luar Negeri

Il. Riwayat Pendidikan

O© 0O NO O WN -

. Studi Asia Tenggara

. Studi Keamanan

. Pengantar Filsafat IImu
. Penulisan Akademik

RINCIAN S-1 S-2
Nama Perguruan Tinggi Universitas Jember Universitas Gadjah Mada
Bidang limu Hubungan internasional Hubungan Internasional

Tahun Masuk - Lulus

2004 - 2008

2012 - 2013

Judul Skripsi/Tesis/Desertasi

Japan-Australia Joint
Declaration on  Security
Cooperation (JADSC)

sebagai  Institusionalisasi
Identitas Kolektif Jepang
dan Australia

Politik Luar Negeri dalam

Suasana Dilema: Politik
Keseimbangan India
terhadap BRICS dan

Amerika Serikat

Pembimbing / Promotor

Drs. Abubakar Eby Hara,

M.A, Ph.D Agus
Trihartono, S.Sos, M.A,
Ph.D

Dr. Nur Rachmat Yuliantoro,
S.IP, M.A Rochdi Mohan
Nazala, M.A, M. Lit
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I11. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No

Tahun

Judul Penelitian

Ketua/Anggota

Pendanaan

Sumber
dana

Jumlah

2017

Melampaui
Regionalisme Asia
Tenggara: ASEAN
dan Kebijakan Luar
Negeri Indonesia di
bawah Presiden Joko
Widodo

Ketua

Internal
Fakultas

Rp. 15.200.000,00

2016

Indonesia Mengglobal:
Identitas Peran dan
Aktivisme Politik Luar
Negeri Indonesia Di
Bawah Susilo
Bambang Yudhoyono

Ketua

Internal
Fakultas

Rp. 5.750.000,00

2015

Menjadi warga
internasional yang
baik? bantuan
kemanusiaan
indonesia kepada
ukraina dalam konflik
rusia-ukraina 2014-
2015.

Ketua

Internal
Fakultas

Rp. 7.370.000,00

IV. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No | Tahun Judul Penelitian Ketua/Anggota Pendanaan
Sumber Jumlah
dana
1. | 2017 | Pemberdayaan Ketua Internal | Rp. 2.670.000,00
Masyarakat Dalam Fakultas
Rangka Penguatan
Ekonomi Kreatif
Lokal:S tandarisasi
Produk Sirup Jahe
Desa Tawangsari.
V. Publikasi Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir
N | Tahun | Judul Publikasi | Penulis Identitas Jurnal Status
0 Jurnal Utama/Anggota Jurnal
1. | 2016 PENCEGAHAN | Anggota Jurnal  llmu Sosial | Jurnal
PRAKTIK ISSN 2548-4893 Vol. | Nasional
KEJAHATAN 15/No. 1/ Tahun2016 | Tidak
EKONOMI http://ejournal.undip.a | Terakreditas
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DALAM
PERDAGANG
AN BEBAS —
ORIGIN
FRAUD
DALAM
INDUSTRI
MEBEL KAYU
DI JEPARA

[
(Mempunya
i ISSN)

2. | 2015

Peran Swasta
dalam Politik
Luar Negeri:
Bantuan
Kemanusiaan
Perusahaan
Farmasi
Indonesia ke
Ukraina dan
Prospek
Hubungan
Bilateral
Indonesia-
Ukraina

Penulis Utama

1829-5908

ate....

Analisis CSIS

ISSN
Vol.

44/No. 4/ Tahun2015
https://www.researchg

Jurnal
Nasional
Tidak
Terakreditas
i
(Mempunya
i ISSN)

V1. Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No

Tahun

Judul

Utama/Anggota

Penulis

ISBN

Jml
Hal.

Penerbit

2017

Indonesia
dalam
Pusaran
Global:
Politik
Luar
Negeri
Susilo
Bambang
Yudhoyono

Penulis Utama

9786026835390

263

Pustaka
IImu

VII.

Pemakalah Forum llmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No

Tahun

Judul

Forum

Status

Tingkat Forum

2016

The Road to
‘Niche
Diplomacy’:
Comparing
Indonesia’s Middle
Power Diplomacy
under Susilo

International
Conference
on Social and
Politics :

The
Challenges of
Social

Pemakalah
Biasa

Tingkat
Internasional
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Bambang Sciencesina
Yudhoyono and Changing
Joko Widodo World
Universitas
Muhammadi
yah
Yogyakarta
Yogyakarta

VIIl. HKI Dalam 5 Tahun Terakhir
Tidak ada riwayat.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini
saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan RPP.
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